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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

REPUPLIK INDONESIA 

Nomor  : 158 th. 1987    

Nomor  : 0543bJU/1987  

 Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

1. Konsonan 

 Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan 

transliterasinya. 

 

Huruf 

 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te خ

 Sa S es (dengan titik di atas) ز

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص



 
 

 
 

 Sin S Es س

 Syim Sy es dan ye ش

 Sad S ص
es (dengan titik di 

 

bawah) 

 Dad D ض
de (dengan titik di 

 

bawah) 

 Ta T te (dengan titik dibawah) ط

 Za Z ظ
zet (dengan titik di 

 

bawah) 

 Ain ‗ Komater balik di atas ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Waw W we و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah ، Apostrof ء

ٌ Ya Y Ye 

2 Vokal 

 Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ ´ ´ Fathah A A 

  َ ´ ¸ Kasrah L I 



 
 

 
 

  َ ´ ˚ dammah U u 

 

b. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda dan 
 

Huruf 

Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ⧵ —ي

 Fathah dan waw Au a dan u ⧵ —ۅ

Contoh : 

- Kataba : كتة 

- Fa‗ala : فعم 

- Kaifa : كيف   

c. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ⧵ — ا
Fathah dan alif 

 

atau ya 

Ã 
a dan garis di 

 

atas 

 Kasrah dan ya Ī ⧵ –ي
i dan garis di 

 

atas 

   َ 
 و

Fathah dan waw Au a dan u 

Contoh : 

 

- qala : قال 

- rama : ياز 

- qila : قيم 

d. Ta marbutah 

 Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 



 
 

 
 

1) Ta marbutah hidup 

  Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan 

amah, transliterasinya (t). 

2) Ta marbutah mati 

  Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah (h). 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

- raudah al-atfal – raudatul atfal : لزوضجاالطفا 

- al-Madinahal - munawwarah :  انًديهُالىَىج  

- talhah : طلحج 

e. Syaddah (tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 

Contoh : 

- rabbana : ُزتا 

- nazzala :   ََزل   

- al-birr : البز 

- al-hajj : انحد 

- nu‗ima ;  ََعى  

f. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu لا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 



 
 

 
 

 Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di tranliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 

bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh : 

- ar-rajulu : انسجم 

- as-sayyidatu : انسدج 

- asy-syamsu : انشًس 

- al-qalamu :  انقهى 

- Jalalu : مناجنا  

g. Hamzah 

 Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh : 

- ta‘khuzuna :   تاخذو 

- an-nau‘ : انىُء 

- syai‗un : شيء 

- inna :   ا 

- umirtu : ايست 

- akala : اكم 

h. Penulisan Kata 

 pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda), 

maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 



 
 

 
 

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

i. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

- Wa mamuhammadunillarasul 

- Inna awwalabaitnwudi‟alinnasilallazibibakkatamubarakan. 

- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur‟anu 

- Walaqadra‟ahubilufuq al-mubin 

- Alhamdulillahirabbil-alamin 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

yang tidak dipergunakan. 

Contoh : 

- Nasrunminallahiwafathunqariib 

- Lillahi al-amrujami‟an 

-  Wallahubikullisyai‟in „alim 

j. Tajwid 

 Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRAK 

Syahnur Ade Ayu Fitria Pohan, 1901270006. Analisis Prinsip 

Prudential Banking Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di PT. BSI KCP 

Indrapura. Pembimbing Drs. Sarwo Edi, MA. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Prudential Banking 

Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di PT. BSI Kcp Indrapura. Agunan 

diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang 

debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip Prudential Banking 

Dalam Penetapan Agunan Pembiayaan di PT. BSI Kcp Indrapura. Pendekatan 

penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 

metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Penerapan prinsip prudential banking dalam penetapan  Agunan 

pembiayaan murabahah  di Bank PT.BSI KCP Indrapura ini yaitu Penerapan 

prinsip prudential banking dalam pembiayaan  di Bank Syariah Indonesia KCP 

Indrapura  (BSI)   bertujuan agar Bank Syariah Indonesia  KCP Indrapura (BSI) 

dapat mengetahui karakteristik profil calon nasabah, untuk digunakan sebagai 

bahan pertimbangan pemberian pembiayaan dan menghindarkan bank dari 

berbagai kemungkinan risiko kerugian yang dapat terjadi karena tidak 

diterapkannya prinsip prudential banking yang benar. Implikasi hukum terhadap 

bank yang tidak menerapkan prinsip prudential banking dalam penetapan  agunan 

pembiayaan prudential banking dalam pembiayaan di bank tidak dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian menjadi sebuah masalah hukum, 

akibatnya implementasi prinsip prudential banking cenderung diabaikan oleh 

bank. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar kelayakan agunan adalah 

berdasarkan kriteria agunan yang harus mempunyai nilai ekonomis dan yuridis 

serta berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity. Capital, Condition of 

Economy, dan Collateral. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura dalam 

melakukan penetapan kelayakan agunan berdasarkan kriteria bernilai ekonomis, 

barang tidak rusak atau sedang digadaikan dibank lain, marketable, dan dapat 

diikat secara yuridis.   

Kata Kunci :  Prudential Banking , Agunan  dan Pembiayaan. 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

Syahnur Ade Ayu Fitria Pohan, 1901270006. Analysis of Prudential Banking 

Principles in Determining Financing Collateral at PT. BSI KCP Indrapura. 

Advisor Drs. Sarwo Edi, MA. 

 This research aims to analyze the principles of Prudential Banking in 

Determining Financing Collateral at PT. BSI Kcp Indrapura. Collateral is 

defined as goods/objects used as collateral to pay off debtors' debts. This research 

aims to analyze the principles of Prudential Banking in Determining Financing 

Collateral at PT. BSI Kcp Indrapura. The research approach used in this 

research is descriptive qualitative with data collection methods, namely using 

observation, interviews and documentation studies. The application of prudential 

banking principles in determining collateral for murabahah financing at Bank PT. 

to be used as consideration for providing financing and to prevent banks from 

various possible risks of loss that could occur due to not implementing correct 

prudential banking principles. The legal implications for banks that do not apply 

prudential banking principles in determining collateral for prudent banking 

financing in bank financing are not carried out in accordance with applicable 

regulations and then become a legal problem, as a result the implementation of 

prudential banking principles tends to be ignored by banks. The results of the 

research concluded that the basis for collateral eligibility is based on collateral 

criteria which must have economic and juridical value and based on the 5C 

principles (Character, Capacity. Capital, Condition of Economy, and Collateral. 

Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura in determining collateral eligibility 

based on economic value criteria , the goods are not damaged or are being 

pawned at another bank, are marketable, and can be legally bound. 

 

Keywords: Prudential Banking, Collateral and Financing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

―Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak‖ (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 Tentang 

Perbankan). 

Menurut Kasmir (2014), dalam bukunya Bank adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan 

dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari 

masalah keuangan. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu 

menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. 

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen 

pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama 

dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai 

intermediasi keuangan (financial intermediary function). Fungsi bank sebagai 

lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan 

penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi 

pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu bentuk penyaluran dana oleh bank adalah melalui pembiayaan. 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Salah satu bentuk pembiayaan adalah murabahah. Murabahah adalah akad 

jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

1 



 
 

 
 

2 

yang disepakati oleh penjual (ba‟i) dan pembeli (musytari). Dalam teknis 

perbankan syariah, akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contracts, karena dalam murabahah ditemukan require rate of profit (keuntungan 

yang ingin diperoleh). 

Dalam akad murabahah terdapat hubungan hukum antara para pihak yakni 

antara ba‟i (bank) dan musytari (nasabah), hubungan hukumnya adalah jual beli 

melalui pembiayaan. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum. 

Akibat hubungan hukumnya yakni munculnya hak dan kewajiban antara para 

pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut maka dalam beberapa kasus 

ada kewajiban-kewajiban yang tidak ditunaikan. Pemenuhan kewajiban yang tidak 

ditunaikan dapat berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dikatakan 

perbuatan melawan hukum jika yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah. Dikatakan wanprestasi jika melanggar akad dan klausul kontrak yang 

telah dibuat oleh para pihak yakni ba‟i dan musytari. 

Dalam proses akad pembiayaan murabahah tidak menutup terjadinya risiko 

dari lembaga perbankan maupun dari pihak nasabahnya sendiri. Risiko dari pihak 

nasabah salah satunya pada saat nasabah tidak bisa melunasi kewajiban membayar 

hutangnya sehingga bank perlu melakukan analisis pembiayaan murabahah 

terlebih dahulu sebelum bank menyalurkan dana pembiayaan. Salah satu 

analisisnya yaitu pada agunan (collateral) yaitu analisis terhadap asset atau barang 

yang diberikan nasabah sebagai jaminan dari pembiayaan yang dimintanya. 

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 

angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan 

tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka 

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. 

Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentan Perbankan Syariah 

menyebutkan Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank 
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Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima 

Fasilitas.(Fitriani, 2017) 

Agunan atau collateral ini harus dianalisis lerlebih dahulu oleh bank agar 

mengetahui seberapa tingkat risiko nasabah kepada bank. Analisis terhadap 

agunan meliputi jenis barang yang diagaunkan, lokasi, bukti kepemilikan barang 

serta status hukumnya.(Muzariah, 2022) 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh realitas empirik problem pembiayaan 

bermasalah dengan melihat berbagai macam risiko yang pada umumnya terjadi 

dalam pembiayaan di perbankan. 

Untuk mengurangi setiap resiko yang terjadi dalam pembiayaan maka  

berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan dinyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari 

ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas 

terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan 

kegiatan usahanya. 

Prudential Banking  atau prinsip kehati – hatian bank mengharuskan pihak 

bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti 

harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di 

bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.(H. R. Damanik, 

2019)  

Pada penjelasan pasal 2 ayat (1) PBI No. 5/7/PBI/2003 bahwa yang dimaksud 

dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana, yaitu penanaman dana 

dilakukan antara lain berdasarkan: a. Analisis kelayakan usaha dengan 

memperhatikan sekurang-kurangnya factor 5C (Character, Capital, Capacity, 

Condition of Economy, dan Collateral),  yaitu : 

1. Character, bermaksud kepribadian dari calon nasabah, sifat dan kebiasaan 

yang dimilikinya, utamanya terkait dengan urusan-urusan keuangan.  
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2.  Capital berarti adalah permodalan yang dimiliki oleh nasabah dalam 

melakukan suatu usaha ekonomi atau pengadaan suatu aset. Bahwa jika 

bank akan memberikan pembiayaan, maka harus dilihat apakah 

permodalan yang dimiliki atau yang sudah ada mencukupi jika kemudian 

diberikan pembiayaan sehingga usaha akan berjalan dengan baik dan 

sukses. 

3. Capacity adalah kemampuan dari calon nasabah untuk membayar kredit 

atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. 

4. Collateral adalah adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah yang 

gunanya adalah untuk mengantisipasi jika nasabah kelak tidak dapat 

memenuhi kewajibannya.  

5. Condition of economic adalah kondisi ekonomi yang ada atau terjadi pada 

saat pembiayaan diberikan. Dapat juga dimaknasi sebagai trend dari 

kondisi ekonomi yang akan datang apakah kondisi yang akan terjadi 

mendukung ataukah tidak dengan keperluan ekonomi yang akan dipenuhi 

dengan pembiayaan tersebut. 

Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya adalah 

risiko Pembiayaan macet atau Non Performing Loan (NPL). Faktor penyebab 

risiko Pembiayaan macet antara lain karena kesalahan penggunaan Pembiayaan, 

manajemen peng- gunaan Pembiayaan yang buruk, serta kondisi perekonomian 

yang mempengaruhi iklim usaha dalam negeri. Dengan kata lain munculnya atau 

timbulnya kerugian bagi bank adalah akibat dari banyaknya Pembiayaan macet 

sebagai akibat dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen yang baik. Dan untuk menghindari adanya tumpukan Pembiayaan 

macet maka perlu diterapkan Prudential Banking dengan konsisten 

(istiqomah).(H. R. Damanik, 2019) 

Berdasarkan Uraian dan Permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam sebagaimana menganalisis, mengevaluasi dan menyusun 

tulisan ilmiah ini dengan Judul ―Analisis Prinsip  Prudential Banking Dalam  

Penetapan  Agunan Pembiayaan  Di  PT. BSI KCP Indrapura ” 
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B.    Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi 

masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut :  

1. Kurangnya penerapan prinsip prudential banking dalam menimalisir 

kemungkinan resiko yang terjadi pada penetapan  agunan pembiayaan  

murabahah 

2. Kurang di terapkannya  undang – undang tentang prinsip  prudential 

banking dalam menjalankan kegiatan perbankan  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan prinsip prudential banking dalam penetapan  

Agunan pembiayaan murabahah  di Bank PT.BSI KCP Indrapura ? 

2. Bagaimana implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan 

prinsip prudential banking dalam penetapan  agunan pembiayaan? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan 

dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas prudential banking 

dalam penetapan  agunan pembiayaan murabahah di PT. BSI KCP 

Indrapura  

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap bank yang tidak 

menerapkan prinsip prudential banking dalam penetapan agunan  

pembiayaan  
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengalaman 

peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang 

diperoleh selama kuliah.  

2) Bagi  PT. Bank BSI KCP Indrapura 

Diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran pada pihak 

terkait sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan 

Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah.  

3) Bagi Akademisi  

Sebagai bahan rujukan dan sumber data sekunder bagi penelitian 

berikutnya, khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammaddiyah 

Sumatera Utara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

F. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab 

atau bagian yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan serta 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORETIS 

Bab ini membahas mengenai deskripsi teori, penelitian 

yang relevan, dan kerangka pemikiran dari penelitian ini. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumbeer data 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan teknik keabsahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Bab ini membahas mengenai deksripsi penelitian, hasil 

penelitian, dan kesimpulan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Pustaka  

1. Prudential Banking  

a. Pengertian Prudential Bangking  

Prinsip prudential banking atau prinsip  kehati-hatian adalah suatu 

asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka 

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, 

merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk 

memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya.(H, 2015) 

Prudential Banking atau Prinsip Kehati – hatian bank harus 

dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban 

bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa 

dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang 

menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya 

nasabah penyimpan dan dari bank itu saja. Prudential Banking 

mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan 

profesionalisme dan itikad baik.(H. R. Damanik, 2019) 

Penerapan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking 

principle) yang merupakan andalan bagi upaya peningkatan kepercayaan 

nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan pada masyarakat 

penyimpan, perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. 

Memang penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional 

perbankan, pada kondisi persaingan perbankan memperebutkan nasabah 



 
 

 
 

sebagai konsumen bank saat ini yang semakin kompetitif, sangat 

diperlukan. Selain itu, penyaluran dana perbankan seperti pemberian kredit 

atau pembelian surat-surat berharga merupakan bisnis beresiko tinggi, 

yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya 

kelangsungan bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan 

kestabilan moneter. (Katili, 2013) 

Dalam menjalankan prinsip prudential banking atau prinsip kehati-

hatian bank, bank juga harus memperhatikan penilaian kesehatan bank 

atau yang biasa dikenal dengan teori CAMELS 

a) Pengertian CAMELS  

CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan 

bank yang dilakukan oleh pengawas bank; CAMEL terdiri atas 

lima kriteria, yaitu modal (capital), aktiva (asset), manajemen, 

pendapatan (earnings), dan likuiditas (Iiquidity) peringkat CAMEL 

dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang 

ditunjukkan oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar 

terhadap total aktiva yang meningkat; apabila hal tersebut tidak 

diatasi, masalah itu dapat mengganggu kelangsungan usaha bank; 

bank yang terdaftar pada daftar pengawasan dianggap sebagai bank 

bermasalah dan diperiksa lebih sering oleh pengawas bank jika 

dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah; bank dengan 

peringkat CAMEL di atas 81 adalah bank dengan pendapatan yang 

kuat dan aktiva tak lancar yang sedikit; peringkat CAMEL tidak 

pernah diinformasikan secara luas. 

Penilaian tingkat kesehatan bank umum di Indonesia menggunakan 

analisis CAMEL mulai diberlakukan sejak adanya Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 6/10/PBI/2005. Selain menilai tingkat kesehatan 

bank, analisis CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja dan 

mendeteksi masalah yang berisiko mengganggu kelancaran 

operasional bank. 
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Aspek dalam analisis CAMEL adalah aspek yang memberikan 

pengaruh paling kuat terhadap kondisi keuangan bank. Maka dari 

itu, analisis CAMEL menjadi tolak ukur penilaian tingkat 

kesehatan bank dan kinerja perusahaan yang akan dilakukan oleh 

pengawas bank. Rasio CAMEL dapat menggambarkan hubungan 

antar-akun dalam laporan keuangan yang sekaligus menunjukkan 

kondisi atau posisi keuangan suatu bank. Bank yang sehat pastinya 

dapat memberikan layanan perbankan yang baik kepada 

masyarakat. 

b) Aspek Dalam Analisis CAMEL 

1. Capital (Modal) – Tingkat kesehatan bank dari aspek modal 

dinilai atau diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR). Rasio ini merepresentasikan kemampuan bank dalam 

menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan 

aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian yang timbul atas 

penggunaan aktiva tersebut. 

2. Asset (Aktiva) – Kualitas aktiva yang produktif mencerminkan 

kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penilaian kualitas 

aktiva dilakukan dengan membandingkan antara aktiva 

produktif yang diklasifikasikan dengan total aktiva produktif 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 

3. Management (Manajemen) – Penilaian manajemen menentukan 

apakah suatu institusi dapat bereaksi baik terhadap tekanan 

keuangan. Peringkat komponen ini dicerminkan oleh 

kemampuan manajemen untuk menunjukkan, mengukur, 

menjaga, dan mengendalikan risiko kegiatan harian dalam 

perusahaan. 

4. Earnings (Pendapatan) – Bank yang sehat tentu akan dilihat 

dari kemampuannya memperoleh pendapatan berupa laba. 

Semakin besar laba yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja 

bank semakin baik dan kondisi keuangannya semakin sehat. 
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5. Liquidity (Likuiditas) – Aspek likuiditas berkaitan dengan 

kemampuan bank dalam membayar utangnya. Semakin mampu 

suatu bank membayar utang, maka semakin likuid bank 

tersebut. 

b. Tujuan prinsip prudential banking  

Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini agar bank yang menggunakan 

uang nasabah itu akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang 

disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Penerapan 

prinsip kehati-hatian menjadi pegangan atas kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga perbankan. Wujud dari kepercayaan itu adalah berupa 

adanya masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank, oleh karena itu 

jika tidak berhati-hati mengelola dana tersebut maka akan melunturkan 

kepercayaan nasabah. Jika sudah luntur maka akan sulit untuk membangun 

kembali kepercayaan tersebut.(Katili, 2013) 

c. Undang – undang prinsip prudential banking dalam perbankan 

syariah  

a) Pasal yang menekankan pada agunan (collateral), kesanggupan 

bayar, itikad baik secara yuridis, yaitu pada Pasal 23 Ayat 1, 

menyebutkan ―Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai 

keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima 

Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, 

sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana Nasabah 

Penerima Fasilitas‖, dan Pasal 23 Ayat 2 menyebutkan ―Untuk 

memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 

Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, modal, Agunan, dan prospek 

usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas‖. 

b) Pasal yang menekankan kewajiban bank untuk memastikan 

implementasi proses pengambilan keputusan yang baik, yaitu pada 

Pasal 35 Ayat 1, menyebutkan ―Bank Syariah dan UUS dalam 

melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

hatian‖. 
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c) Pasal yang menekankan kesehatan bank dan dan menjaga 

fungsinya sebagai agent of trust, yaitu pada Pasal 36, menyebutkan 

―Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha 

lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang 

tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan 

Nasabah 

yang mempercayakan dananya‖. 

d) Pasal yang menekankan memberikan informasi terkait risiko, yaitu 

pada Pasal 39, menyebutkan ―Bank Syariah dan UUS wajib 

menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya 

risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang 

dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS‖ 

d. Perspektik  prudential banking  

Berkenaan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (prudential 

banking principles) dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-

Undang Perbankan Syariah, prinsip kehati- hatian dapat dilihat dari 

perspektif yang berbeda, yaitu (Hari Sutra Disemadi, 2019) 

a) Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai lembaga keuangan 

perbankan, bisnis, dan proses serta cara menjalankan kegiatan bisnis. Ini 

terkait dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian 

telah melekat sejak bank didirikan. Perbankan dalam bentuk Perseroan 

Terbatas, maka semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendirian bank 

adalah regulasi terkait Perseroan Terbatas. Selain itu, prinsip kehati-hatian 

harus diterapkan dalam proses dan prosedur yang digunakan dalam 

aplikasi bank atau prosedur operasi standar. Prinsip kehati- hatian harus 

ditransfer ke bank yang mengikuti semua aturan yang berlaku ketika 

membangun, dan mengoperasikan bisnisnya.(D. Damanik & 

Prananingtyas, 2019) 

b) Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman (kredit), 

bertujuan untuk mengarahkan nasabah agar nantinya tidak terjadi masalah 

atau gagal bayar. Penerapan prinsip kehati-hatian menggarisbawahi 

bahwa tujuan bank untuk mencapai tinkat kesehatan bank yang di 
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syaratkan. (Juhaya S. Pradja, 2012). Penerapan prinsip kehati- hatian pada 

pinjaman dimaknai untuk menilai karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan 

kinerja bisnisnya sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. 

Secara formal, penerapan prinsip kehati-hatian didefinisikan dengan 

cermat dalam menentukan calon peminjam atau nasabah 

c) Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dilakukan untuk menghindari 

kerugian bank dan untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah 

penyimpan) yang menyerahkan uang mereka kepada bank (Nandri 

Raharjo, 2013). Maka dari itu bank wajib memastikan bahwa semua 

tindakan hukum yang diambil oleh bank mematuhi semua ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku (kepatuhan/regulatory complience).(D. 

Damanik & Prananingtyas, 2019) 

2. Penetapan Agunan  

a. Pengertian Agunan  

Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko 

yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali 

suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan 

yang diperjanjikan.(Fitriani, 2017) 

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam 

Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai 

suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank 

(kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah.  

Agunan menurut undang – undang republik Indonesia nomor 21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 26 yaitu, Agunan adalah 

jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak 

bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah 

dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima 

fasilitas. Artinya agunan bukanlah hal yang mutlak untuk diberlakukan. 

Senada dengan program pemerintah yang berkaitan dengan Peraturan 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 Tahun 2015 tentang 
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Pedoman Pelaksanaan KUR. Pada pasal 10 dibagian 4 agunan KUR 

adalah usaha yang dibiayai.(Pohan, 2016) 

Menurut Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan, jaminan 

atau agunan adalah suatu barang yang diberikan calon nasabah kepada 

bank untuk menyakinkan bahwa calon nasabah akan membayarkan 

kewajibannya yang bisa dinilaidengan uang atau sejenisnya.(imron 

rosyadi, 2017). Berdasarkan sifatnya jenis agunan ada dua yaitu agunan 

kebendaan dan nonkebendaan. Agunan kebendaan sendiri terdiri 2 yaitu 

benda bergerak dan benda tidak bergerak.Agunan nonkebendaan ada dua 

yaitu personal guarantee dan coorporate guarantee.  

 Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) landasan regulator terkait 

dengan penetapan kelayakan agunan. Dalam rangka menghadapi 

perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang 

cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi 

dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan 

yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha Perusahaan 

Pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, 

sumber pendanaan, dan kerja sama pembiayaan. 

 Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa 

penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan 

sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perusahaan 

Pembiayaan. Landasan regulator terkait dengan penetapan kelayakan 

agunan yaitu terdapat pada Pasal 21 Ayat (1) Ketentuan ini berlaku apabila 

dalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul jaminan fidusia baik dalam 

perjanjian pembiayaan pokok maupun dalam dokumen terpisah. 

Kriteria barang agunan sendiri bernilai ekonomis, mempunyai hak 

kepemilikan dan bersifat yuridis. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan 

sebagai pengurangan pada pembentuk Penyisihan Penghapusan Aktifa 

Produktif sebagaimana maksud pada pasal 2 dan pasal 3 yaitu nilai 100% 

untuk agunan tabungan, giro dan deposito. Untuk nilai 70% untuk agunan 
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tanah dan gedung sedangkan nilai 50% untuk agunan surat berharga 

syariah. (Muzariah, 2022) 

b. Dasar Hukum Agunan  

a. Agunan diperlukan untuk memperkecil resiko- resiko yang merugikan 

bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung 

pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari bank. 

Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam al-Qur‘an sebagai 

berikut: 

ً ف ٱكْرثُىُُِ ۚ  ًًّّ س  مٍ يُّ َٰٓ أ ج   ً ٍٍ إنِ  يْ رىُ تِذ  ايُ  ا ذ ذ  ا۟ إِر  ُىَُٰٓ اي  ٍ  ء  أ يُّه ا ٱنَّزِي
َٰٓ ي  

لَ  ي أبْ  ك   ذْلِ ۚ و  اذةِ ٌۢ تٱِنْع  نْي كْرةُ تَّيُْ كُىْ ك  ا و   ً اذةِ  أٌ  ي كْرةُ  ك 

لَ   ُۥ و  تَّّ نْي رَّكِ ٱللََّّ  س  كُّ و  ِّ ٱنْح  ه يْ هِمِ ٱنَّزِي ع  ًْ نْيُ ُ ۚ ف هْي كْرةُْ و  ُّ ٱللََّّ  ً هَّ ع 

يْ ـًّا  ُُّْ ش  سْ يِ                                                     ي ثْخ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. 

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit 

pun dari padanya‖. (QS. Al-Baqarah: 282). 

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dan Nasa‘i sebagai 

berikut: 

―Dari Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli bahan 

makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan 

baju besinya sebagai jaminan‖. (HR. Bukhori, Muslim dan Nasa'i). 

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, Abu Dawud dan Tirmidzi 

sebagai berikut: 

―Kendaraan yang dijadikan jaminan bisa ditunggangi, ternak yang 

dijaminkan bisa diminum air susunya. Orang yang menunggangi 

kendaraan yang dijaminkan, dan yang meminum air susu hewan 

bertanggung jawab membiayai resikonya‖. (HR. Al-Bukhari, Abu 

Dawud dan Tirmidzi). 



 
 

 
 

16 

d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 ditetapkan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan harus 

didasari atas keyakinan bahwa nasabah mampu untuk mengembalikan 

kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mendukung 

keyakinan tersebut ditetapkan ketentuan bahwa setiap pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah wajib didukung adanya agunan. 

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 bagian 

ketiga tentang murabahah yaitu mengenai agunan dalam murabahah:  

1) Agunan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan yang 

dapat dipegang.(Zainuddin Ali, 2010) 

c. Kriteria Agunan  

Suatu barang yang dapat dijadikan agunan harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1) Mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan 

memiliki nilai atau harga yang relatif stabil (valuability), serta 

dapat dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli 

(marketability). 

2) Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian 

yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi (ascertainability). 

Contoh barang yang tidak memiliki kriteria tersebut misalnya 

lukisan, barang antik, benda pusaka atau sarang burung walet. 

3) Mempunyai nilai yuridis (legality) dalam artian memiliki bukti 

kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang 

berlaku, serta dapat dipindahtangankan kepemilikannya 

(transferability). 

d. Jenis – jenis Agunan  

Berdasarkan sifatnya, agunan dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Agunan Kebendaan  

Penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang 

miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas fasilitas pembiayaan 

yang diperoleh nasabah, di mana bank mempunyai hak untuk 

mengambil pelunasan atas fasilitas pembiayaannya dari hasil penjualan 

barang tersebut apabila nasabah cedera janji. (Kasmir, 1999) 
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Jenis agunan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda 

tidak bergerak. Yang dimaksud dengan benda bergerak adalah semua 

barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan, kecuali apabila 

karena ketentuan Undang-Undang benda tersebut ditetapkan sebagai 

benda tidak bergerak, contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, 

persediaan barang, perhiasan, mesin-mesin kapal laut dengan bobot di 

bawah 20 M3, tagihan, surat berharga (marketable securities) serta 

deposito (cash collateral). Sedangkan benda tidak bergerak adalah 

tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh Undang-

Undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Contohnya: tanah 

dan bangunan, pesawat terbang, kapal laut dengan bobot 20 M3 ke 

atas.(Kasmir, 1999) 

b. Agunan Non Kebendaan  

Adalah suatu perjanjian penanggungan hutang di mana pihak 

ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal 

debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada 

bank. Jenis agunan non kebendaan terdiri dari: 

1) Personal Guarantee / Borgtocht  

Adalah jaminan seorang pihak ketiga yang menjamin 

pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang 

(debitur) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank).(Kasmir, 1999) 

2) Corporate Guarantee  

Adalah agunan perusahaan (pihak ketiga) yang menjamin 

pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang 

(debitur) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank).(Kasmir, 1999) 

e. Teori AYDA ( Agunan Yang Diambil Alih ) 

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Asset 

Bank Umum khususnya pasal 1 angka 15 dijelaskan pengertian AYDA 

yaitu: (PBI No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank 

Umum, 2012) 



 
 

 
 

―Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut 

AYDA, adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun 

diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 

agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik 

agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.‖ 

Pelaksanaan AYDA menurut PMK 27/PMK.06/2016 pasal 78 

dapat dilakukan dengan menyampaikan surat pernyataan dalam bentuk 

akte notaris bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang 

akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun terhitung tanggal 

pelaksanaan lelang, apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui maka 

Bank ditetapkan sebagai Pembeli. Namun untuk Bank swasta tidak 

diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah mengacu pada pasal 1 

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-

Badan Hukum yang Dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, hanya 

badan-badan hukum yang disebut di bawah ini yang dapat mempunyai hak 

milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada 

Pasal 2,3 dan 4 peraturan ini : 1) Bank-bank yang didirikan oleh negara 

(selanjutnya disebut bank negara); 2) Perkumpulan-perkumpulan Koperasi 

Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 Tahun 

1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 139); 3) Badan-badan 

keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah 

mendengar Menteri Agama; 4) Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh 

Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan 

Sosial. Akan tetapi bank milik swasta diperbolehkan untuk memiliki Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai berdasarkan PP No 40 

Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

Tanah. 

3. Pembiayaan Murabahah  

a. Pengertian pembiayaan  

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 

produktif, menurut ketentuan bank Indonesia adalah penanaman dana 

bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 
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pembiayaan, piutang, Qardh, surat berharga syariah, penyertaan 

modal, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta 

sertifikat wadiah Bank Indonesia (Ibnuh & Hasanah, 2022) 

Kata pembiayaan berasal dari kata ―biaya‖ yang berarti 

mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau 

lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang 

atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa 

pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai 

ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua 

belah pihak.(Suryana, 2013) Hal ini mengacu pada firman Allah SWT: 

  ٌ ٌْ ذ كُىْ َٰٓ ا  ان كُىْ ت يُْ كُىْ تاِنْث اطِمِ الََِّ ا ا يْى  ُىُْا لَ  ذ أكُْهىَُْٰٓ ي 
ٍ  ا  َٰٓا يُّه ا انَّزِيْ  ي 

ا  اضٍ ذجِ  ٍْ ذ ش  جًّ ع  ا س  ًًّ حِيْ ٌ  تِكُىْ س  ا   ك 
ٌَّ اّللّ  كُىْ ۗ اِ َْفسُ  ا ا  لَ  ذ قْرهُىَُْٰٓ ُْكُىْ ۗ و  يِّ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa‘ [4]: 29) 

Pengertian lain, pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha 

atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan 

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit.Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan 

atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang 

mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana 

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu 



 
 

 
 

dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.(Wangsa Widjaja, 

2012) 

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana 

atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa : 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah 

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 

salam, dan istishna‘ 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas 

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 

bagi hasil.(Suryana, 2013) 

b. Pengertian Murabahah  

Murabahah adalah istilah dalam Fikih yang berarti suatu bentuk 

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, 

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk 

memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang 

diinginkan. 

Murabahah juga berarti pembiayaan saling menguntungkan yang 

dilakukan oleh shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan 

melalui pembiayaan jual beli dengan penjelasan bahwa harga 
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pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan 

keuntungan bagi shahibul maal dan pengembaliannya dilakukan secara 

tunai atau ansur. 

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpunan dana 

yang dilakukan oleh perbankan syariah. Secara umum, nasabah pada 

perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. 

Dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada 

penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan bank 

tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin 

kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada 

perjanjian murabahah yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah 

dengan bank syariah. 

c. Dasar Hukum Murabahah  

1. Al – Qur‘an  

a. Surah An – Nisa (4) ayat 29 : 

ُىُا۟  اي  ٍ  ء  أ يُّه ا ٱنَّزِي
َٰٓ جًّ ع ٍ ي   ش  ٌ  ذجِ   َٰٓ أٌ  ذ كُى طِمِ إلََِّ ن كُى ت يُْ كُى تٱِنْث   ا۟ أ يْى   لَ  ذ أكُْهىَُٰٓ

 ٌَّ كُىْ ۚ إِ فسُ  ا۟ أَ  لَ  ذ قْرهُىَُٰٓ ُكُىْ ۚ و  اضٍ يِّ حِيىًّ  ذ ش  ٌ  تِكُىْ س  ا ٱللََّّ  ك   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

b. Al-Maidah ( 5) ayat 1 : 

ا۟  ُىَُٰٓ اي  ٍ  ء  أ يُّه ا ٱنَّزِي
َٰٓ يشْ  ي   ه يْكُىْ غ  ً  ع  ا يرُْه  ىِ إلََِّ ي  َْع   ً حُ ٱلْْ  أ وْفىُا۟ تٱِنْعُقىُدِ ۚ أحُِهَّدْ ن كُى ت هِي

ا يشُِيذُ  ٌَّ ٱللََّّ  ي حْكُىُ ي  رىُْ حُشُو  ۗ إِ أَ  يْذِ و   يُحِهًِّ ٱنصَّ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu dengan tidak menghalakan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya”. 

2. Landasan hukum Murabahah  
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Murabahah diatur pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan secara teknisnya dalam 

Pasal 36 huruf b PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang 

intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan 

prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam kegiatan usahanya 

yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan 

akad murabahah. 

Disamping itu murabahah juga diatur dalam fatwa DSN 

No.04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya 

menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 

melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai 

kegiatan, perbankan syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi 

yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

laba. 

a. Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam 

pembiayaan ada beberapa, yaitu: 

1. Pelaku akad, yaitu ba‟i (penjual) adalah pihak yang 

memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) 

adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;  

2.  Objek akad, yaitu mabi‟ (barang dagangan) dan tsaman 

(harga); dan  

3.  Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. 

b. Syarat-syarat murabahah, yakni:  

1. Penjual memberi tahu modal kepada nasabah. 

2.  Kontrak pertama haruslah sesuai dengan hukum yang 

ditetapkan. 

3. Kontrak harus bebas dari riba.  

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi 

cacat barang sesudah pembelian.  

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 

secara hutang. 
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Dari rukun dan syarat – syarat murabahah maka alur transaksi 

murabahah dapat di lihat pada skema di bawah ini 

 

Gambar 2.1 skema Murabahah  

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka / penelitian terdahulu dimaksudkan agar pokok 

masalah yang diteliti memiliki relevansi (sesuai atau tidak sesuai) dengan 

sejumlah teori yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang 

dijadikan bahan komplementer dalam penelitian ini dipaparkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu  

No Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitan 

1. (H. R. Damanik, 

2019) 

Implementasi dan prinsip 

kehati – hatian ( prudential 

banking principle) 

pembiayaan mikro bank 

syariah mandiri cabang 

medan Marelan  

Menurut Pihak bank 

Syariah Mandiri (2018) 

Pembiayaan mikro adalah 

pembiayaan yang diberikan 

oleh pihak bank kepada 

nasabah yang sudah 

mempunyai usaha lebih 

dari 2 tahun guna untuk 

menambah modal usaha 

nasabah dengan harapan 

agar usahanya lebih 

meningkat dari 
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sebelumnya. 

2. (D. Damanik & 

Prananingtyas, 

2019) 

Prudential Banking 

principles dalam 

pemberian kredit kepada 

nasabah  

Hasil penelitan ini 

menunjukan bahwa Baik 

UU Perbankan Syariah dan 

UU Perbankan telah 

mengatur kesediaan atau 

kewajiban bank untuk 

menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam pemberian 

kredit kepada nasabah. 

3. (Fitriani, 2017) Jaminan dan agunan dalam 

pembiayaan bank syariah 

dan kredit bank 

konvensional  

Hasil penelitian ini 

menunjukan  disimpulkan 

bahwa dimana agunan 

dalam Pasal 8 UU No. 10 

Tahun 1998 tidak 

disebutkan secara tegas, 

tetapi dinyatakan tersirat 

dalam penjelasan pasal. 

Penjelasan pasal tersebut 

jelas menunjukan 

kedudukan jaminan 

sebagai faktor terpenting 

dan harus ada sebagaimana 

dipahami dalam Pasal 1135 

KUHPer, yang kemudian 

dijabarkan lebih lanjut 

dengan agunan pokok 

ataupun agunan tambahan. 

4. (Muzariah, 2022) Analisis penetapan 

kelayakan aguanan dalam 

penyaluran pembiayaan 

murabahah ditinjau dari 

Dalam melaksanakan 

penetapankelayakan 

agunan dalam penyaluran 

pembiayaan murabahah di 



 
 

 
 

manajemen resiko bank 

syariah ( studi kasus pada 

BPRS Rahma Syariah 

Kediri) 

BPRS Rahma Syariah, 

agunan yang paling banyak 

diberikan oleh nasabah 

adalah berupa Sertifikast 

Hak Milik (SHM) dan 

Bukti Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKB). 

Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian dengan Analisis prinsip prudential banking dalam 

penetapan agunan pembiayaan di PT.BSI KCP Indrapura belum diteliti pada 

kajian terdahulu. Penelitian yang akan diteliti memiliki persamaan objek yang 

sama yaitu tentang Prudential banking dan penetapan agunan . 

C. Kerangka pemikiran  

Berdasarkan kajian dari teori yang ada, maka dapat disusun suatu 

kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk mempermudah peneliti 

terhadap jalan pemikiran masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka 

konseptual yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.2  

 Bagan Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis penerapan prinsip prudential 

banking  

Penerapan prinsip Prudential Banking 

dalam penetapan agunan pembiayaan  

Implikasi hukum dalam penerapan 

prinsip prudential banking dalam 

pembiayaan  
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Prudential Banking atau Prinsip Kehati – hatian bank harus dijalankan 

oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak 

merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, 

tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu 

sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota 

masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja. 

Prudential Banking mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam 

menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam 

melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan 

profesionalisme dan itikad baik. 

Dalam proses akad pembiayaan  tidak menutup terjadinya risiko dari 

lembaga perbankan maupun dari pihak nasabahnya sendiri. Risiko dari pihak 

nasabah salah satunya pada saat nasabah tidak bisa melunasi kewajiban membayar 

hutanynya sehingga bank perlu melakukan analisis pembiayaan  terlebih dahulu 

sebelum bank menyalurkan dana pembiayaan. Salah satu analisisnya yaitu pada 

agunan (collateral) yaitu analisis terhadap asset atau barang yang diberikan 

nasabah sebagai jaminan dari pembiayaan yang dimintanya. 

Agunan atau collateral ini harus dianalisis lerlebih dahulu oleh bank agar 

mengetahui seberapa tingkat risiko nasabah kepada bank. Analisis terhadap 

agunan meliputi jenis barang yang diagaunkan, lokasi, bukti kepemilikan barang 

serta status hukumnya  

 Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman (kredit), 

bertujuan untuk mengarahkan nasabah agar nantinya tidak terjadi masalah atau 

gagal bayar. Penerapan prinsip kehati-hatian menggarisbawahi bahwa tujuan bank 

untuk mencapai tinkat kesehatan bank yang di syaratkan. Penerapan prinsip 

kehati- hatian pada pinjaman dimaknai untuk menilai karakter, kapasitas, modal, 

jaminan, dan kinerja bisnisnya sebelum memberikan fasilitas kredit kepada 

nasabah. Secara formal, penerapan prinsip kehati-hatian didefinisikan dengan 

cermat dalam menentukan calon peminjam atau nas 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan 

secara sistematik dalam mendapatkan informasi dan menggambarkan upaya 

dalam bentuk tertentu dalam ilmu pengetahuan pengetahuan sosial yang secara 

mendasar hasilnya berdasarkan pada pengamatan penulis dengan ciri khas 

tersendiri, dimana penulis menjadi instrumen kecil peneliti, analisis data bersifat 

induktif dan menekankan makna. 

 Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau 

field reseach yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur 

pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan, melukiskan keadaan 

objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak 

atau sebagimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran 

yang mendalam dengan rinci yaitu  analisis prinsip prudential banking dalam 

penetapan agunan di PT.BANK BSI KCP Indrapura. Jadi diharapkan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui secara terperinci mengenai apa saja 

analisis prinsip prudential banking dalam penetapan agunan sehingga penerapan 

prinsip prudential banking  sudah dilakukan secara efektif dan menyeluruh di 

PT.BANK BSI KCP Indrapura.  
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan pada PT.BANK BSI KCP Indrapura. 

Adapun waktu jadwal kegiatan pembuatan skripsi yang dimulai pada 

Bulan April sampai dengan September 2023. Secara ringkas jadwal 

kegiatan dan waktu penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan dan Waktu Penelitian 

 

Jadwal 

Kegiatan 

Bulan dan Minggu 

April 

2023 

Mei 2023 Juni 2023 Juli 

2023 

Agustus 

2023 

Septemb

er 

2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan Judul                         

Penyusunan 

Proposal 
                        

Bimbingan 

Proposal 
                        

Seminar Proposal                         

Pengumpulan 

Data 
                        

Bimbingan 

Skripsi 
                        

Sidang Skripsi                         

 

C. Sumber Data  Penelitian  

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama 

yaitu individu atau perorangan yang dilakukan dengan cara 

wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu 

wawancara langsung kepada pimpinan cabang, manajer, back office, 

analis PT.BANK BSI KCP Indrapura. 
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2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian ini, literatur, dan artikel yang di 

peroleh dari website atau data yang berasal dari orang- orang kedua 

atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini 

mendukung pembahasan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode  pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dari buku, jurnal dan internet dan segala jenis data yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Studi dokumen 

merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang 

relevan. 

b. Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara 

menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai analisis prinsip 

prudential banking dalam penetapan agunan pembiayaaan di 

PT.BANK BSI KCP Indrapura. 

c. Observasi yaitu penelitian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, 

atau sesuatu dengan menafsirkannya, mengungkapkan faktor-

faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang 

mengaturnya. 

d. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan maupun gambar-gambar. 

Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen berbentuk 

gambar seperti foto dan gambar hidup. 

E. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data adalah sebuah teknik yang dapat mengubah data 

menjadi sebuah informasi tertulis yang dijabarkan dengan kata-kata yang 

membentuk sebuah kalimat. Teknik analisis data yang digunakan pada saat 
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penelitian berupa data hasil dari teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui wawancara, observasi, analisis data dan studi pustaka. 

F. Teknik Keabsahan Data  

 Dalam penelitian kualitatif, dapa yag didapat bisa dikatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan 

fakta yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam teknik 

pemeriksaan inin terdapat beberapa keabsahan temuan. Adapun 

pemeriksaan keabsahan data yaitu sebagai berikut: 

a. Ketekunan pengamatan 

 Ketekunan pengamatan adalah proses yang mengarah pada 

pencarian yang konsisten dengan persoalan atau isu yang dicari 

lalu memfokuskan secara rinci. Dengan cara ini maka peneliti 

harus melakukan pengamatan secara teliti dan ekstensif terhadap 

parameter penting secara runtun. 

b. Triangulasi 

 Triangulasi merupakan adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan yang pengumpulan datanya menggabungkan sejumlah 

teknik pengumpulan data yang berbeda dengan sumber data yang 

ada, dengan kata lain membandingkan beberapa teori yang terkait 

secara langsung dengan data penelitian. Triangulasi dibagi menjadi 

tiga yaitu metode, teori dan sumber data. 

c. Kecukupan Bahan Referensial 

 Adanya pendukung dalam penelitian ini untuk 

membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti, contohnya data 

hasil wawancara dengan adanya bukti dokumentasi foto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

31 

BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi peneltian  

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia ( BSI) 

Dalam jangka waktu tiga tahun terakhir eksistensi industri 

perbankan syariah di Indonesia terus mendapati penaikan dan 

perkembangan yang cukup relevan. Pengembangan fasilitas, pembesaran 

jaringan dan pembaruan pada produk memperlihatkan positive trend setiap 

tahunnya. Terlebih lagi, antusiasme Bank Syariah untuk melakukan 

percepatan dapat terlihat dari kuantitas Bank Syariah yang mengambil 

langkah korporasi. Termasuk juga dengan Bank Syariah milik negara 

(BUMN) yang terdiri dari Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat 

Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Pada tanggal 01 Februari 

2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H dijadikan hari yang bersejarah karena 

bersatunya ketiga Bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu, Bank Negara 

Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat 

Indonesia Syariah (BRI Syariah) dan berganti nama menjadi Bank Syariah 

Indonesia (BSI). Penyatuan ini menghubungkan keunggulan dari 3 Bank 

Syariah tersebut supaya menghadirkan kualitas pendanaan yang terbaik, 

cakupan yang lebih besar dan fasilitas yang lebih sempurna. Bank Syariah 

Indonesia (BSI) juga didorong agar bisa bersaing dengan para 

kompetitornya pada jenjang nasional atau global yang didukung oleh 

perusahaan induknya yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI serta pemerintah 

(Kementerian BUMN). Penyatuan ketiga Bank Syariah termasuk sebagai 

usaha menciptakan Bank Syariah yang menjadi kehormatan bagi seluruh 

umat dan dijadikan sebagai harapan semangat baru perkembangan 

perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat. Adanya Bank Syariah 

Indonesia (BSI) juga dijadikan sebagai gambaran industri perbankan 

syariah di Indonesia yang mendunia, modern dan memberikan hal-hal baik 

kepada semua orang. 
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2. Makna Logo Bank Syariah Indonesia 

 

Gambar 4.1 logo BSI 

Logo BSI secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan 

tulisan BSI dan bintang berwarna kuning di ujung sebelah kanan dari 

tulisan. Di bawah tulisan BSI disematkan kata ―Bank Syariah Indonesia‖. 

Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 

mempresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan BSI 

menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat 

global. 

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia  (BSI) 

a. Visi  

Top 10 Islamic Global Bank. Bank Syariah Indonesia memiliki visi 

untuk menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar 

berdasarkan dengan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu lima 

tahun ke depan. 

b. Misi  

1) Memberikan penyelesaian pada keuangan syariah di Indonesia 

(pelayanan lebih dari 20 juta nasabah dan naik ke salah satu dari 5 

bank teratas berdasarkan aset (500+T) dan pada tahun 2025 book 

value berada di 50T). 

2) Sebagai bank terbesar yang menawarkan kualitas terbaik kepada 

para pemegang sekuritas (5 bank yang sangat menguntungkan di 

Indonesia dengan nilai ROE 18% dan (PB> 2) yaitu valuasi yang 

besar).  
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3) Sebagai perusahaan kebanggan dan pilihan dengan bakat terbaik di 

Indonesia (perusahaan dengan mutu terbaik yang melakukan 

pemberdayaan pada masyarakat dan berpegang teguh untuk 

perkembangan pegawai yang berbasis dengan kinerja pegawai) 

4. Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura 

Produk dan Jasa Bank Syariah Indonesia (BSI) terbagi menjadi 3 bagian, 

yaitu: 

a. Produk Penghimpun Dana 

1) Tabungan Tabungan BSI, BSI Tabungan Mabrur, BSI Tabungan 

Mabrur Junior, BSI Tabungan Dollar, BSI Tabungan Simpatik, 

BSI Tabunganku, BSI Tabungan Pensiun, BSI Investa Cendekia 

dan BSI Tabungan Berencana. 

2) Deposito BSI Deposito Valas dan BSI Deposito.  

3) Giro BSI Giro Valas, BSI Giro Singapore Dollar, BSI Giro Euro 

dan BSI Giro. 

4) Reksadana  

5) Tabungan Saham Syariah  

6) Sukuk Negara Ritel. 

b. Produk Pembiayaan 

1) BSI Pembiayaan Murabahah, Istishna, Musyarakah, Mudharabah 

IMBT. 

2) BSI Pembiayaan impian  

3) Pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Para 

Anggota) 

4) BSI pembiayaan griya, BSI pembiayaan griya PUMP-KB, BSI 

Optima Pembiayaan Kepemilikan rumah dan BSI pembiayaan 

Kepemilikan rumah sejahtera syariah tapak.  

5) Pembiayaan cicil emas BSI dan gadai emas BSI  

6) BSI pembiayaan umrah  

7) BSI pembiayaan dana berputar  

8) BSI pembiayaan pension 

9) BSI pembiayaan warung mikro  
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10) BSI Pembiayaan alat kedokteran dana berputar  

11) BSI Pembiayaan Oto  

12) BSI Pembiayaan Edukasi  

13) BSI pembiayaan dengan agunan investasi Syariah di Indonesia 

c. Produk layanan  

1) BSI ATM, BSI SMS Banking, BSI, Net Banking, BSI card, BSI 

notifikasi, BSI Mobile Banking dan BSI 14040  

2) BPI (BSI Pembayaran Institusi).  

3) Westren union, Transfer, Transfer Nusantara dan Transfer Valas  

4) BSI e-money.  

5) BPR host to host. 

6) MBP (Multi Bank Payment). 

5. Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Indrapura  

Murabahah yaitu perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah 

dimana bank syariah akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah 

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati 

antara bank dan nasabah. 

Dalam transaksi dengan menggunakan akad ini, bank syariah akan 

melakukan pembelian rumah atau apartemen yang diinginkan nasabah 

(bank bertindak sebagai pemilik rumah) dan selanjutnya menjual rumah 

atau apartemen tersebut kepada nasabah dengan cara dicicil. 

Bank tidak mengenakan bunga kepada nasabah atas pembayaran 

cicilan yang dilakukan namun mengambil margin atau keuntungan dari 

penjualan rumah yang telah ditetapkan sejak awal. Dikarenakan prinsip 

akad murabahah yang digunakan ini, besaran cicilan yang harus 

dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu yang disepakati 

telah ditetapkan sejak awal bersifat tetap (besaran cicilan tidak berubah). 

Dalam skema ini, bank dan nasabah bersama-sama melakukan 

pembelian rumah atau apartemen dengan porsi kepemilikan yang telah 

disepakati (misalnya: bank 80% dan nasabah 20%). Selanjutnya, nasabah 

akan membeli rumah atau apartemen tersebut dari pihak bank dengan cara 



 
 

 
 

melakukan pengangsuran atau pencicilan dana menurut modal 

kepemilikan rumah atau apartemen yang dimiliki oleh bank. Hingga pada 

akhirnya semua aset kepemilikan bank telah berpindah tangan kepada 

nasabah. Besar cicilan yang dibayarkan oleh nasabah dengan skema ini 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. 

a. Syarat – syarat pembiayaan Murabahah  

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan cakap di mata hukum; 

2. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo 

pembiayaan; 

3. Tidak melebihi maksimum pembiayaan; 

4. Besar cicilan tidak melebihi 40% penghasilan bulanan bersih; 

5. Khusus untuk kepemilikan unit pertama, KPR syariah diperbolehkan 

atas unit yang belum selesai dibangun atau inden, namun kondisi 

tersebut tidak diperkenankan untuk kepemilikan unit selanjutnya; 

6. Pencairan pembiayaan bisa diberikan sesuai perkembangan 

pembangunan atau kesepakatan para pihak; dan 

7. Untuk pembiayaan unit yang belum selesai dibangun atau inden, harus 

melalui perjanjian kerja sama antara pengembang dengan bank syariah. 
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6. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Struktur organisasi pada BSI Kantor Cabang Pembantu Indrapura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 4.1 Struktur Organisasi PT. BSI KCP Indrapura  

Staff  

1. Dewi Marleni   

2. Taufik Irawan  

Branch Manager  

(Ahmad Maaris Batubara) 

Branch Opertion 

( Diah Fitria Larastuti ) 

Consumer Banking 

Relationship  

( Ridho Pangestu ) 

Teller  

(M.Ibnu Azmi) 

Costomer service 

( Hinda Sari N ) 

Mikro Relation team Leader 

( Sugeng Sukoco ) 

Operational staff 

( Ade Shelvira) 

Security  

1. Jaka Suhermansyah  

2. Adi Susanto  

Driver  

1. Sujadi Irwan  

2. Yusri Noviandri 

Office Boy  

1. Sanditya  

prabowo  

Ritail Sales Excecutive 

(Andika Syahputra) 
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Deskripsi tugas antara lain:  

a. Branch Manager ( Pimpinan Cabang ) 

Sebagai Pemimpin memiliki tugas membawahi seluruh bagian yang ada 

dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang menyangkut 

perkembangan dan kelangsungan hidup bank serta yang tepenting adalah 

menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputuan 

demi kemajuan BSI Cabang Siantar, Tanggung Jawab Pemimpin: 

1) Seluruh operasional kantor cabang syariah dan unit kantor 

dibawahnya kepada direksi. 

2)  Kinerja kantor cabang syariah dengan mengacu pada rencana kerja 

anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.  

3) Pencapaian progam kerja kantor cabang syariah.  

4) Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan. 

5)   Pengeluaran biaya yang terjadi di kantor cabang syariah 

6) Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan.  

7) Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

standar operasional prosedur dilingkungan kantor cabang syariah.  

8)  Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut 

dilingkungan kantor cabang syariah.  

9)  Disiplin kerja pejabat dan pegawai dilingkungan kantor cabang 

syariah.  

10)  Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB‘S.  

11)  Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh 

kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan kantor cabang 

syariah. 

b. Branch operation ( Manajer Operasional) 

Tugas manajer operasional : 

1) Membantu pimipinan cabang syariah.  

2) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk seksi 

operasional yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja 

Anggaran Tahunan Bank. 
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3) Menyusun program kerja seksi operasional sehubungan dengan 

upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan 

serta mengevaluasi pelaksanaannya. 

4)  Menindaklanjuti hasil temuan dan/atau rekomendasi dari control 

inten atau satuan pemeriksaan internal kepada pimpinan cabang 

syariah.  

5)  Melakukan proses tutup hari transasksi dan mencetak rekap 

lampiran serta mencocokkannya dengan neraca. 

6)  Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus 

dibayar pada akhir tahun buku. 

7)  Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor 

cabang syariah.  

8) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menata usahakan 

penyimpanannya.  

9) Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan 

mengawasi, memelihara serta mengatur ruang arsip kantor cabang 

syariah. 

10) Menatausahakan surat edaran,surat induksi, surat keputusan nota 

dinas direksi dan naskah tata dinas lainnya.  

11)  Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos 

maupun pengantar surat.  

12) Membuat laporan terkait operasional seksi operasional sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

13) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.  

14) Melakukan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi 

operasional. 

Tanggung jawab manajer operasional : 

1) Seluruh operasional, seksi operasional wakil pimipinan cabang 

syariah.  

2) Kinerja seksi operasional dengan mengacu pada rencana kerja 

anggaran tahunan dan standar rasio yang sehat.  
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3) Pencapaian program kerja seksi operasional.  

4) Disiplin kerja pejabat,staf dan pegawai dilingkungan seksi 

operasional 

5) Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan.  

6) Penerapan tata kelola perushaan dilingkungan seksi 

operasional.  

7) Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut 

dilingkungan seksi operasional.  

8) Keamanan transaksi dan penggunanaan aplikasi OLIB‘S.  

9) Kerahasiaan dan keselamatan dokumen,arsip serta seluruh 

kelayakan perusahaan yang berada dilingkungan seksi 

operasional. 

c. Consumer Banking Relationship ( pimpinan seksi pemasaran ) 

Tugas Seksi Pemasaran adalah membantu pimpinan cabang syariah dalam: 

1) Kegiatan pembiayaan produk penghimpunan dana, pembiayaan 

dan jasa bank serta layanan syariah sesuai rencana kerja bank.  

2) Melakukan analisa permohonan pembiayaan dan bank garansi.  

3) Mengawasi kepatuhan pegawai melaksanakan standar operasional 

prosedur dilingkungan seksi pemasaran.  

4) Mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG) oleh 

pegawai dilingkungan seksi pemasaran. 

5) Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai 

dilingkungan seksi pemasaran. 

6)  Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh 

pegawai dilingkungan seksi pemasaran.  

7)  Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi 

pemasaran untuk dituangkan ke dalam rencana anggaran tahunan 

bank.  

8) Menyusun program kerja seksi pemasaran sehubungan dengan 

upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan 

serta mengevaluasi pelaksanaannya. 
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9) Menindaklanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari control 

intenal satuan pemeriksaan internal serta melaporkan tindak lanjut 

temuan kepada Pemimpincabang syariah.  

10) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok 

pemutus pembiayaan.  

11)  Melakukan kunjungan ke lokasi usaha atau proyek yang telah 

dibiayai serta periodik dalam rangka pengawasan atas pembiayaan 

yang diberikan. 

12) Memberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan cabang 

syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang 

tugasnya.  

13) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang 

syariah.  

14) Membuat laporan terkait operasional seksi pemasaran sesuain 

ketentuan yang berlaku.  

15)  Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas seksi 

pemasaran. 

Tanggung Jawab Seksi Pemasaran: 

1) Pencapaian target penghimpunan dana, pembiayaan,pembiyaan 

produk jasa bank dan pembiayaan syariah (Office Chanelling). 

2)  Pencapaian program kerja seksi pemasaran.  

3) Kelayakan dan kualitas pembiayaan yang diberikan.  

4) Kebenaran dan ketepatan waktu laporan yang diterbitkan. 

5) Pemahaman dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai 

seksi pemasaran.  

6) Keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan Bank  syariah 

dilingkungan pegawai seksi pemasaran.  

7)  Disiplin kerja dilingkungan pegawai seksi pemasaran.  

8) Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB‘S oleh 

pegawai seksi pemasaran.  
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9) Kerahasiaan dan keselamatan dokumen, arsip serta seluruh 

kekayaan perusahaan yang berada dilingkungan seksi 

pemasaran.  

10) Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia bank. 

d. Mikro Relation team Leader (Pemimpin Seksi ADM) 

Tugas seksi ADM & penyelamatan pembiayaan adalah membantu 

pimpinan cabangsyariah dalam: 

1) Kegiatan administrasi pembiyaaan.  

2) Melakukan kunjungan kepada debitur bermasalah dan 

pengupayaan penyelesaian pembiayaan non lancar sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

3)  Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan 

restrukturisasi pembiayaan.  

4) Mengawasi kepatuhan dalam melaksanakan standar operasional 

prosedur dilingkungan pegawai seksi Adm & penyelamatan 

pembiayaan.  

5) Mengawasi penggunaan teknologi informasi dilingkungan pegawai 

seksi Adm & penyelamatan pembiayaan.  

6) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris seksi Adm & 

penyelamatan pembiayaan.  

7) Menyusun program kerja seksi Adm & penyelamatan pembiayaan 

sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan 

melakukan pemantauan serta mengevakuasi pelaksanaannya.  

8) Menyusun jadwal kunjungan tim penyelamatan pembiyaan dan 

mengkoordinir penagihan tunggakan pembiayaan. 

9) Membuat surat peringatan dan surat panggilan kepada debitur 

pembiyaan non lancer.  

10) Membuat laporan terkait operasional seksi Adm & penyelamatan 

pembiayaan.  

11) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi Adm & penyelamatan 

pembiayaan.  
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12) Mewakili bank dalam mengadakan hubungan atau kerjasama 

dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi seksi Adm & 

penyelamatan pembiayaan.  

13) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok 

pemutus pemasaran.  

14) Mempersiapkan surat pengajuan penagihan dan penyelamatan 

pembiayaan bermasalah kepada BUPLN melalui/atas izin kantor 

pusat.  

15) Mengelola dan mengamankan kunci penyimoanan surat barang 

agunaan pembiayaan. 

Tanggung jawab Pemimpin seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan: 

1) Seluruh kegiatan operasional seksi Adm dan penyelamatan 

pembiayaan kepada Pemimpin cabang syariah. 

2)  Kinerja seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan dengan 

mengacu pada rencana kerja tahunan dan standar rasio yang 

sehat. 

3)  Penerapan tata kelola perusahaan dilingkungan pegawai seksi 

Adm dan penyelamatan pembiayaan.  

4)  Keamanan transaksi dan penggunaan aplikasi OLIB‘S.  

5) Kebenaran dan ketetapan waktu laporan yang diterbitkan. 

6)  Kerahasiaan dan kepatuhan melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan standar operasional prosedur dilingkungan pegawai 

seksi Adm dan penyelamatan pembiayaan.  

7) Pencapaian program kerja seksi Adm dan penyelamatan 

pembiayaan. 

e. Teller  

Tugas Teller: 

1) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi. 

2) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan 

pembayaran biaya bank,personalia dan umum melakui counter 

bank.  
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3) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan 

melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada 

neraca harian. 

f. Costumer Service 

Tugas Costumer Service: 

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang bekaitan dengan 

pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, 

permohonan nasabah yang lainnya.  

2) Menerima,melayani dan mengatasi permasalahan yang 

disampaikan nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah 

atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. 

3)  Mengadministrasi daftar hitam Bank Indonesia dan daftar 

rehabilitasi nasabah serta file nasabah.  

4)  Mengadministrasi resi permintaan dan pengembalian buku cek dan 

bilyet giro serta surat kuasa.  

5) Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.  

6)  Mengadministrasi buku cek,bilyet giro dan buku tabungan. 

B. Hasil penelitian 

1. Penerapan Prinsip Prudential Bangking Dalam Penetapan Agunan 

Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Indrapura 

Bank Syariah Indonesi KCP Indrapura dalam pembiayaan 

Murabahah dalam menjalakan kegiatan pembiyaannya melakukan 

kerjasama dengan salah satu develover KPR yaitu PT. Titi Payung 

Vilege. Dalam pembiayaan Murabahah yang dikalukan BSI kcp 

Indrapura keuntungan ( margin) yang diperoleh yaitu sebesar 7%. 

Risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada umumnya 

adalah risiko Pembiayaan macet atau Non Performing Loan (NPL). 

Faktor penyebab risiko Pembiayaan macet antara lain karena kesalahan 

penggunaan Pembiayaan, manajemen peng- gunaan Pembiayaan yang 

buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha 

dalam negeri. Dengan kata lain munculnya atau timbulnya kerugian 

bagi bank adalah akibat dari banyaknya Pembiayaan macet sebagai 



 
 

 
 

akibat dari adanya salah kelola atau salah menerapkan prinsip-prinsip 

manajemen yang baik. Dan untuk menghindari adanya tumpukan 

Pembiayaan macet maka perlu diterapkan Prudential Banking dengan 

konsisten 

Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura dalam memberikan 

pembiayaan menerapkan prudential banking principle berupa prinsip 

5C di setiap prosesnya. Analisis terhadap prinsip 5C dalam 

pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia  KCP Indrapura 

yakni sebagai berikut: 

1. Dalam hal penilaian character (watak nasabah pengambil 

pinjaman). Bank akan bertanya kepada atasan, tetangga atau 

kerabat nasabah mengenai watak dan perangai nasabah 

pengambil pembiayaan. Jika pembiayaan pegawai, paling 

mudah adalah bertanya kepada rekan kerja, bendahara atau 

pimpinannya. Dalam pengajuan pembiayaan oleh pegawai 

terdapat surat rekomendasi dari atasan, saat proses 

penandatangan surat rekomendasi pembiayaan pasti akan 

ditanyakan bagaimana watak atau karakter nasabah pengambil 

pembiayaan. Jika oleh atasan atau bendaharanya karaktek 

nasabah tersebut dinyatakan bagus (riwayat pinjam, etos kerja, 

karakter atau sikap nasabah bersangkutan) maka pembiayaan 

akan diproses oleh bank. 

Jika bendahara atau pimpinan dari nasabah pengambil 

pinjaman menyatakan bahwa nasabah pengambil pinjaman 

tersebut bermasalah (riwayat pinjam, etos kerja, karakter atau 

sikap nasabah bersangkutan) maka pihak bank akan 

merundingkan ulang untuk mengabulkan permohonan 

pembiayaan. Ini adalah langkah antisipasi yang dilakukan oleh 

bank demi menjaga kesehatan bank dengan menerapkan 

prudential banking principle dalam penilaian pada aspek 

character (watak nasabah pengambil pinjaman). 
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2. Capacity (Kemampuan Nasabah Mengolah Usaha dan 

Mengembalikan Pinjaman) 

Analisis kemampuan pelunasan nasabah dapat dilihat dari: 

a. Jika nasabah adalah seorang pegawai maka bank akan 

melihat 40% dari jumlah gajinya. 

b. Jika nasabah adalah seorang wirausaha atau wiraswasta 

maka: 

a.) Dihitung dari laba rugi serta keuntungan yang didapat.  

b.) Usaha yang dijalankan minimal harus berusia 2 tahun 

(kurang dari 2 tahun maka tidak dapat diajukan).  

c.) Surat-surat yang harus dilampirkan, seperti Surat Izin 

Industri (SIU), Surat 

3. Capital (Modal). Analisis dalam aspek capital yakni analisis 

berdasarkan modal yang dimiliki oleh nasabah. Bank 

menganalisis menggunakan neraca, dan pihak bank akan 

menanyakan besar modal kepada nasabah. Neraca yang 

digunakan adalah neraca laba rugi. Persyaratan yang diminta 

oleh bank yakni:  

a. Rekening nasabah (nasabah mempunyai tabungan dimana 

saja),  

b. Nota-nota pembelian barang, kwitansi yang dikumpulkan 3 

(tiga) bulan terakhir. 

Disini akan terlihat alur keluar masuknya uang atau 

pembiayaan yang dijalankan. Jika nasabah merupakan 

bank-able maka pembiayaan akan terlihat melalui 

rekeningnya. Tetapi, jika bisnis atau usahanya masih 

manual maka nota-nota atau kwitansi barang yang akan 

dikumpulkan oleh bank. 

4. Collateral (Jaminan) Penerapan prinsip prudential banking 

dalam aspke collateral (jaminan) menggunakan penilaian 

internal jika dana yang digunakan di bawah Rp 1 miliar. Bank 

akan memesan (order) untuk didatangkan langsung staf 
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penilai. Staf penilai kapasitas jangkauannya berada per area. 

Ada beberapa tim yang digunakan, tim penilai dan tim yang 

mengeluarkan nilai adalah tim yang berbeda. Penilaian yang 

dilakukan terhadap jaminan nasabah harus sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan secara keseluruhan (harus 

lengkap dan komprehensif). 

Misalkan agunan berupa sertifikat tanah, maka tim 

penilai harus mengetahui: 

a. Sertifikat tanah nomor berapa,  

b. Letak tanah, 

c.  Luas tanah,  

d. Benar atau tidak letak posisinya,  

e. Nama yang tertulis dalam sertifikat apakah sesuai 

dengan pihak bersangkutan atau nasabah,  

f. Jika tanah atas nama developer apakah akad proses 

balik nama benar atau tidak, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini tim penilai yang akan melakukan monitoring 

terhadap jaminan dari nasabah. Tim penilai sudah punya chanelling 

sendiri terkait harga-harga jaminan. Misalkan, hanya rumah yang 

sudah lulus uji dengan menggunakan rumus dan cara sendiri dari 

tim penilai yang bisa lolos kualifikasi. Atau jika dalam platform 

yang diajukan ada selisih harga naik turun, misalkan nasabah 

mengajukan jaminan Rp 500 juta, ternyata jaminan tersebut setelah 

dinilai oleh tim penilai hanya seharga Rp 250 juta. Jika hal ini 

terjadi maka bank tidak serta merta menyetujui pengajuan jaminan 

oleh nasabah. Karena jika jaminannya tidak dapat menutupi atau 

mengcover pinjaman maka bank akan mengalami kerugian. 

Jaminan  adalah asset terakhir yang dimiliki bank dan akan 

dijual jika dalam proses pengembalian pinjaman oleh nasabah 

mengalami kendala atau biasa disebut dengan kredit macet 

nasabah. Tetapi, jika nasabah memang berkeinginan untuk menjual 

asset tersebut kepada bank, maka kedua belah pihak yakni ba‟i dan 

46 



 
 

 
 

47 

musytari pasti berkeinginan agar asset lekas terjual. Maka agar 

tidak memakan waktu lama harganya akan disesuaikan dengan 

harga pasar (tidak menaruh keuntungan yang tinggi). 

Ketentuan agunan haruslah dengan harga yang lebih tinggi 

nilainya dari pembiayaan yang diajukan. Tapi dapat pula yang 

besarnya sama. Misalkan, nasabah mengajukan jaminan rumah 

senilai Rp 250 juta dan pinjaman yang diajukan senilai Rp 50 juta 

– Rp 100 juta, dengan syarat harus dilihat bagaimana kemampuan 

pelunasan pembiayaan oleh nasabah. 

5. Condition of economic adalah kondisi ekonomi yang ada atau 

terjadi pada saat pembiayaan diberikan. Dapat juga dimaknasi 

sebagai trend dari kondisi ekonomi yang akan datang apakah 

kondisi yang akan terjadi mendukung ataukah tidak dengan 

keperluan ekonomi yang akan dipenuhi dengan pembiayaan 

tersebut. 

Penerapan prinsip prudential banking dalam pembiayaan  di Bank 

Syariah Indonesia KCP Indrapura  (BSI)   bertujuan agar Bank Syariah 

Indonesia  KCP Indrapura (BSI) dapat mengetahui karasteristik profil 

calon nasabah, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian 

pembiayaan dan menghindarkan bank dari berbagai kemungkinan risiko 

kerugian yang dapat terjadi karena tidak diterapkannya prinsip prudential 

banking yang benar. Prinsip prudential banking yang diterapkan Bank 

Syariah Indonesia KCP Inrapura  (BSI) menggunakan analisis 5C yakni, 

character (watak), capacity (kemampuan untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman), capital (besarnya modal), collateral (jaminan), 

dan condition of economic (kondisi ekonomi pada waktu itu secara umum 

yang menunjukkan apakah nasabah dapat diberi pinjaman atau tidak). 

Dalam mengajukan pembiayaan  maka calon nasabah harus 

menyerahkan barang agunan sebagai jaminan selama pembiayaan 

berlangsung. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyaluran 

pembiayaan murabahah dilakukan analisis 5C salah satunya adalah 



 
 

 
 

48 

collateral/agunan. Agunan merupakan peran yang sangat penting di 

dalam suatu pembiayaan , jaminan ini digunakan untuk memperkecil 

risiko yang dapat merugikan  Bank Syariah  Indonesia KCP Indrapura 

yaitu ketika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan  dengan target 

waktu yang telah ditentukan dan juga sekaligus untuk memastikan 

kesanggupan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali atas uang 

yang didapat dari pembiayaan bank syariah Indonesia kcp Indrapura . 

Tujuannya adalah agar bank tidak mengalami kerugian dikemudian hari 

jika nasabah melakukan wanprestasi.Pentingnya Analisis Collateral 

(Jaminan) dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia kcp 

Indrapura  

  Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, 

untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi (setiap orang 

yang tidak mampu melakukan kewajibannya) atas pihak ketiga yaitu 

dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, 

sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan 

jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. 

Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang 

dijaminkan 

 Kedudukan jaminan atau colateral bagi pembiayaan memiliki 

karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan 

jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur MAST yaitu: 

1. Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan 

sehingga tidak sampai melakukan banting harga  

2. Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga 

tertentu  

3. Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam 

harga atau tidak menurun nilainya  

4. Transferability yaitu harta yang dijaminkan mudah dipindah 

tangankan baik secra fisik maupun yuridis 
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5. Secured yakni barang yang dijaminkan dapat diadakan pengikatan 

secara yuridis formal sesuai dengan hukkum dan perundang-

undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi 

Untuk barang agunan yang diserahkan oleh nasabah kepada 

bank syariah Indonesia kcp Indrapura harus sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan. Adapaun kriteria barang agunan yang ditetapkan oleh BSI 

KCP Indrapura sebagai berikut: 

1. Bernilai ekonomis artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat 

dijadikan uang.  

2.  Barang agunan tidak bermasalah.  

3.  Marketable.  

4.  Mempunyai nilai yuridis atau bisa diikat oleh hukum, dalam arti 

dapat diikat secara sempurna berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sehingga bank memiliki hak yang 

didahulukan terhadap hasil likuiditas barang tersebut. 

Dalam buku Kasmir yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya dijelaskan bahwa kriteria barang agunan adalah bernilai 

ekonomis, mempunyai hak kepemilikan yang mana dapat dipindah 

tangankan, dan mempunya nilai yuridis atau dapat diikat secara hukum. 

Sedangkan barang yang sering dijadikan agunan di bank syariah 

Indonesia kcp Indrapura adalah tanah dan juga kendaraan. Untuk nilai 

agunan sendiri menurut Surat Edaran 050/bprs/RASYA/SE/V/2018 

tentang Perlakuan terhadap Agunan Pembiayaan antara lain: 

1. 100% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh 

Pemerintah Indonesia.  

2. 100% untuk agunan tunai berupa uang kertas asing, emas, 

tabungan dan deposito yang di blokir pada BPRS bersangkutan 

disertai dengan surat kuasa pencairan.  

3. 80% dari nilai tertanggung untuk fasilitas yang dijamin oleh 

Pemerintah Indonesia.  
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4.  80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, 

bangunan, dan rumah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak 

Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang 

diikat dengan hak tanggungan.  

5. 70% dari nilai hasil penilaian untuk agunan berupa resi gudang 

yang penilainnya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 

bulan. 

6. 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa 

tanah, bangunan, dan rumah dengan kepemilikan SHM atau SHG, 

hak pakai tanpa hak tanggungan.  

7.  50% dari nilai tanggungan untuk fasilitas yang dijamin oleh 

Bandan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD).  

8.  50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, 

kapal laut yang disertai bkti kepemilikan dan telah dilakukan 

pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.  

9. 30% dari nilai pasar atau nilai taksiran untuk agunan berupa 

kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat 

kuasa menjual atau resi gudang yang penilainnya dilakukan lebih 

dari 18 bulan namun belum melebihi 30 bulan. 

Dalam pembiayaan murahah di BSI kcp Indrapura jenis agunan yang  

2. Implikasi Hukum Terhadap Bank yang Tidak Menerapkan 

Prinsip Prudential Banking dalam Pembiayaan  

Sebelum memberikan pembiayaan, bank yang dalam hal ini 

adalah bank syariah sebaiknya memiliki manajemen risiko yang baik 

untuk memitigasi berbagai bentuk risiko yang ada, baik sebelum 

dimulainya pembiayaan maupun sesudah pembiayaan itu berjalan 

dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan lingkungan internal 

dan eksternal bank yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan 

usaha bank semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, 
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bank perlu memperhatikan prinsip prudential banking secara langsung 

maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha 

bank. 

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi, 

karena sebagian besar kegiatan usahanya menggunakan dana titipan 

dari masyarakat (tabungan, giro, deposito). Bank harus dapat 

memberikan trust (kepercayaan) kepada masyarakat bahwa dana yang 

dititipkan aman dan dapat membawa keuntungan bagi masyarakat. 

Untuk menjamin hal tersebut, bank membutuhkan sebuah kebijakan 

yang tujuannya untuk menjaga kesehatan bank, meminimalisir 

pembiayaan bermasalah, dan mewujudkan bank yang sehat, kuat dan 

kokoh. 

Tidak adanya sanksi yang mengatur jika prinsip prudential 

banking dalam pembiayaan di bank tidak dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku kemudian menjadi sebuah masalah hukum, 

akibatnya implementasi prinsip prudential banking cenderung 

diabaikan oleh bank. Bank memperoleh keuntungan dari nisbah (bagi 

hasil) yang didapat melalui kegiatan operasional berupa pembiayaan 

atau penyaluran dana dengan nasabah. Jika bank menerapkan prinsip 

prudential banking yang ketat, maka bank pada akhirnya justru tidak 

memperoleh nasabah. Tidak akan ada nasabah yang memenuhi 

kualifikasi bank jika penerapan prinsip prudential banking 

dilaksanakan dengan ketat. Jika tidak ada nasabah, bank tidak dapat 

memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, implementasi prinsip 

prudential banking cenderung diabaikan oleh bank karena tidak 

adanya sanksi tegas yang mengatur implementasi prinsip prudential 

banking dalam pembiayaan di bank dan bank membutuhkan 

penyaluran dana melalui pembiayaan agar memperoleh keuntungan 

berupa nisbah (bagi hasil) dari nasabah. 

C. Pembahasan 

Prinsip prudential banking wajib dilaksanakan sebelum 

permohonan pembiayaan dikabulkan oleh bank. Hal ini dimaksudkan 
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agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif yang 

timbul jika terjadi pembiayaan  bermasalah atau kredit macet dalam 

kegiatan operasional dan pembiayaan di bank. Dampak negatif ini 

lebih jauh akan memengaruhi segala aspek di bank seperti kesehatan 

dan kinerja bank itu sendiri. Untuk itu pelaksanaannya harus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku mengenai implementasi prinsip 

prudential banking dalam pembiayaan murabahah di bank. 

Prinsip prudential banking diatur secara umum dalam ketentuan 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

yang berbunyi ―Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berlandaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip 

kehatihatian‖. Begitu pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal tersebut berbunyi 

―Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 

Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 

Secara normatif prinsip prudential banking sudah menjadi 

kaedah hukum yang wajib untuk dilaksanakan oleh bank dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Hanya saja ketentuan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

tidak menyebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip 

prudential banking tersebut. Secara khusus terkait dengan pengaturan 

prinsip prudential banking dalam pemberian kredit oleh bank dapat 

dilihat pada ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 29 ayat (2), (3), dan 

(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: 

1. ―Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta 

kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau 
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mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan.‖  

2. ―Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.‖ 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:  

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 

surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan 

oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang 

terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam 

kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. 

2.  Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 

boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank 

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum pemberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi 

surat berharga. 

4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 

(4). 

Namun, kedua pasal tersebut hanya mengatur prinsip prudential 

banking secara implisit. Penjelasan mengenai prinsip prudential banking 

secara eksplisit diatur dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi: 
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Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan: 

1. ―Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai 

dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek 

lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian.  

2.  Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, 

bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan 

bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan 

dananya kepada bank. 

3.  Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan 

informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko 

kerugian sehubungan dengan pembiayaan nasabah yang 

dilakukan melalui bank.‖ 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah penjelasan mengenai prinsip prudential 

banking terdapat dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang 

berbunyi: 

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah: 

1. ―Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya 

wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.  

2.  Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank 

Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan 

perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang 

disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku 
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umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk 

yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. 

3.  Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh 

kantor akuntan publik.  

4.  Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.  

5.  Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba 

rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan 

oleh Bank Indonesia.‖ 

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah: 

―Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha 

lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang 

tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan 

Nasabah yang mempercayakan dananya.‖ 

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah: 

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, 

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang 

berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat 

dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah 

Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima 

Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam 

kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang 

bersangkutan. 

2.  Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank 
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Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas 

maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, 

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga. 

4. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank 

Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Secara garis besar, penjelasan mengenai prinsip prudential banking 

dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah maupun prinsip prudential banking yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur sanksi tegas yang akan 

diberikan jika bank tidak menerapkan prinsip prudential banking dalam 

pembiayaan di bank. 

Kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang 

merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang yang akan mengikat seluruh 

masyarakat luas merupakan kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK). Perwujudannya yakni melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) yang mengatur tentang implementasi prinsip prudential banking 

dalam pembiayaan di perbankan. Jika terdapat pengaturan yang tegas dan 

secara eksplisit mengatur tentang implementasi prinsip prudential banking 

maka kesamaan standar dan keseragaman dalam implementasi prinsip 

prudential banking dapat terwujud. Bank tidak akan mengabaikan 

implementasi prinsip prudential banking karena regulasi yang berlaku 

jelas, tegas, dan terdapat sanksi bagi bank yang tidak melaksanakan 

prinsip prudential banking dalam pembiayaan di bank, sehingga tidak 

terjadi kebingungan dan perbedaan dalam implementasi prinsip prudential 
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banking dalam pembiayaan di perbankan. Untuk itu regulasi mengenai 

implementasi prinsip prudential banking merupakan urgensi yang harus 

segera diwujudkan. 

Perwujudan prinsip prudential banking dapat dimulai dalam 

bentuk Ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar tiap-tiap 

perbankan di Indonesia memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 

mengenai implementasi prudential banking yang seragam. Pemberlakuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) harus sesuai dengan Surat Edaran 

Bank Indonesia, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 

tentang Manajemen Resiko sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009. 

Prinsip prudential banking yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan secara 

eksplisit bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib 

berdasarkan prinsip prudential banking. Namun, tidak adanya ketegasan 

mengenai ruang lingkup, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan sanksi 

yang diterapkan jika bank tidak melaksanakan prinsip prudential banking 

adalah urgensi yang harus segera diwujudkan. Perwujudannya yakni dapat 

diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan 

wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak adanya regulasi 

mengenai prinsip prudential banking menyebabkan bank cenderung 

mengabaikan pelaksanaannya. Untuk itu perwujudannya harus segera 

dilaksanakan. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bab sebelumnya 

penarikan kesimpulan menggunkan metode induktif, penelitian yang 

dengan judul ―Analisis  Prinsip Prudential Bangking Dalam  Penetapan 

Agunan Pembiayaan  DI PT. BSI KCP Indrapura‖, maka dapat 

disimpulkan 

1. Penerapan prinsip prudential banking dalam pembiayaan  di Bank 

Syariah Indonesia KCP Indrapura  (BSI) kriteria agunan yang 

harus mempunyai nilai ekonomis dan yuridis serta berdasarkan 

prinsip 5C (Character, Capacity. Capital, Condition of Economy, 

dan Collateral. Dalam mengajukan pembiayaan  maka calon 

nasabah harus menyerahkan barang agunan sebagai jaminan 

selama pembiayaan berlangsung. Oleh karena itu, sebelum 

melakukan penyaluran pembiayaan murabahah dilakukan analisis 

5C. Bank Syariah Indonesia KCP Indrapura dalam melakukan 

penetapan kelayakan agunan berdasarkan kriteria bernilai 

ekonomis, barang tidak rusak atau sedang digadaikan dibank lain, 

marketable, dan dapat diikat secara yuridis. 

2. Selanjutnya mengenai hukum tentang anggunan pada bank belum 

ada implikasi hukum yang mengatur secara khusus jika bank tidak 

menerapkan prinsip prudential banking dalam pembiayaan 

murabahah menyebabkan bank cenderung mengabaikan penerapan 

prinsip prudential banking dalam pembiayaan. Prinsip prudential 

banking yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan dan dalam Undang- Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan 

secara eksplisit bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya 
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wajib menerapkan prinsip prudential banking. Namun, tidak ada 

ketegasan mengenai ruang lingkup, Standar Operasional Prosedur 

(SOP), dan sanksi yang diterapkan jika bank tidak melaksanakan 

prinsip prudential banking dalam kegiatan operasional dan 

pembiayaan di bank 

B. Saran  

1. Kepada Pihak Bank BSI KCP Indrapura perlu menerapakn aspek 5C 

dalam penetapan agunan dalam prudential banking yang digunakan 

secara umum di perbankan secara efektif dan menyeluruh. Hal ini 

bertujuan agar tidak terjadi kebimbangan dan ketidakseragaman persepsi 

dalam implementasi prinsip prudential banking dalam pembiayaan di 

bank. 

2. Implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip 

prudential banking dalam pembiayaan  merupakan urgensi yang harus 

segera diwujudkan. Perwujudannya dapat diatur melalui Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan wewenang dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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